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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNTAPAN

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan,;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan

jalannya pemerintah Kalurahan Banguntapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b perlu ditetapakan dengan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Banguntapan

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan
Lembaran Negara RI No. 5459);
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4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 No. 123,
Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana
telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah
No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan
Lembaran Negara RI No. 6327);

5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168,
Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No.
57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenagngan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI
Tahun 2018 Nomor 611);

13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1455);

14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);
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15, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daeranh Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 202) tentang Prioritas
Penggunaan  Dana Desa Tahun 2022  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961),

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

17. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, Nomor
35);

l9.Pe|)~aturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018,
Nomor 131);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020,
Nomor 2);

21.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus Dan Keistimewaaan kepada Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus
Dan Keistimewaaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor
37);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 140);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
146);
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26, Peraturan Bupat! Bantul No, 76 Tahun 2019 Tentang Siklus
Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2019 Nomor 76);

27, Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang
Pedoman Organisasl Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

28. Peraturan Dupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

29, Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 129);

31.Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan
Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

32.Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2022 Nomor 14);

33.Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang
Bantuan Keuangan Kepada  Kalurahan  Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);

34.Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

35.Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022
Nomor 60);

36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022
Nomor 100);

37.Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam
Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);

38.Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
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A9, Peraturan Desa  Danguntapan Nomor 07 ‘Tahun 2017
tentang  Rencann Pembangunan Jangka Menengah Denn
Tahun 2017:2022 (Lembaran Desa Banguntapan Tahun
2017 Nomor 20),

A0 Peraturan  Kalurahan — Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan  Berdanarkan Hak Asal-Usul dan

Kewenangan  Lokal  Dersakala  Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2020);

41.Peraturan  Kalurahan Banguntapan. No. 05 Tahun 2022
Tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah Kalurahan
Banguntapan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan
Banguntapan Tahun 2022 Nomor 05);

42 Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 06 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 05
Tahun 2021 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong
Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan
Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Banguntapan Tahun 2022 Nomor 06).

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
dan
LURAH BANGUNTAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 2.164.869.129,-
b. Transfer Rp. 5.048.362.357,-
c. Pendapatan Lain-lain Rp. 17.000.000,-

Jumlah Pendapatan Rp. 7.230.231.486,-

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 4.393.876.036,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Rp. 1.666.579.120,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 571.443.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 608.176.500,-
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e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Kalurahan R 9 z
Jumlah Belanja Rp. 7.749.005.156,-
Surplus/ Defisit Rp. (518.773.670,-)
3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 620.205.513,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 101.431.843,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 518.773.670,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rincian Struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan sebagaimana landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran pada jenis belanja tak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

o
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Pasal 6

(1) Lurah dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada
tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

(2) Perubahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan

Banguntapan.
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